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PERA'TURAN BUA'TI KLUNG UN( 

NOMOR TAHUN 2012 

TENTING 
PEDOMAN ENGADAAN BARANG DAN/TAU JAS 

PAD STUAN KERAA PERANGKAT DAER! DI LINCKUNGAN PEMERIN'TAI 
DAERAH KABUPATEN KLUNG#KUNG ANO MENERK.N 

'OL ENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAY NAN UMUM DERAH 

DENGAN RAAMAT TUAN YANG MAHA ESA 

UPATT KLUNG UNG, 

Menimbang : 

Mengingat 

a. bahwa pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan 
berdasarkan prinsip cfision, efcktif, transparan, bersaing, 
adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek isnis yang 
sehat; 

b. bahwa untuk menjamin keseliaan barang dan/atau jasa y:g 
lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang 
sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengar 
kcbutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD; 

c. bahwa pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, belum ada pedoman 
yang mengatur fleksibilitas pengadaan barang dan/atau jasa; 

l. Dahwn berdasarkan pertimhgan scbagaimana dimaksu« 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perl menetapknn 
eraturan upati entang Pedoman Pengadaan arang dan 

/atau Jasa pada Satuan erj erangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Dacrah Kabupaten Klungkung yang 
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah 

• Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 entang Pembentukan 
Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daeah 
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara arat dan Nusa Tenggara Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 NomOr 

122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1655) 

2. Undang-Undang Nomor 17 fhun 2003 tentang Kcuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 22003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia 
NOmor 1986); 
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3. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang 
Perbendaharnan Negara (Leban Negara Republik Indonesin 
Tahun 201 Nomor 5, Tambahan Lembran Negara Republil 
Indonesia Nomor 4,55]; 

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang emeriksaw 
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NOmor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400]; 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indoncsin Tahun 2004 
Nomor 125, Tambwhan Lembaran Negara Republik Indonesi 
Nomor +437), scbagaimana elah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor I2 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Aas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844]; 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 1entang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republil Indonesia Tahun 2200 Nomor 

I44, Tamhhnr Lemhbaran yo ; Republil Indonesia Nomor 
506): 

7. Undang-Undang Nomor Tahun 22011 tentang embentuknn 
Peraturan Perundang-undangar (Lembaran Negwa Republil 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembarn 
Negara Republik Indonesia omor 5234; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 entang 
Pengelolaan Keungan Badan Layanan Umum (I.embaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lemharan Nern Rapnblil Ionesi Nomor 102] 

0 Peraturan Pemerintah Nomor 4] Tahun 2007 
Organisasi Perangkat Derah (Lcmbaran Negara 
Indonesia Tahan 2007 Nomor 89, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

entang 
Republik 

Lemhnran 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7I Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (lembaran Negara Republil: 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165]; 

I. Peraturan residen Nomor 5l ahun 20IO tentang engadaan 
3arang dan/atau jasn Pemerinth; 

I2. Peraturan Menter Dalan 
tentang Pedoman Teknis 
Layanan Umum Dacrah, 

Neg@Ti Nomor 01 Tahun 2007 ,., 
Pengelolaan Keuangan Badan 

13. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 20] ] 
tentang Pembentukan Produk Hkum Darrah, 
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I-I, Perat:ram Daerah abp:en Klngkung Noor } 'Tl 
2008 tcntang Urusan l'emerintah Darrah Kabupatek 
Kungkung (Lemharan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 

22008 Nomor 3, Tambahan Iembaran Daerah Kabup;ten 
Kungkung Nomor 2 J; 

15. Peraturan Dacrah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dacrah 
Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten 
lungkung Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 ); 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

ERTURAN BUPATI TENTANG EDOMAN PENGADAAN BARANG 
DAN/ATAU JASA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG 
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN 

LAYANAN UMUM DAER1I. 

AI 
KET NTUAN UMUM 

Pas:l I 

Perangkat Daerah 
Dnerah Kabupaten 

8 

7. 

6. 

5. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 
• Daerah adalah Kabupaten Klungkung 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan 

scbagai unsur penyelenggara emerintaham 
Klungkung. 
3upati adalh upati Klung, 

4, Satuan Kerjn Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat 
SPD) adalah Satuan Kerj Perngkat Dacrah di ling:unpa 
pemcrintah dacrah Kabupaten lungkung. 
3adan Layanan Umum Daerah yang sclanjutnya disinglat 
3IUD adalah Satuan erja Perangkat Dacrah atau Unit erja 
pada Sotuan Kerja Perangkat Darrah di lingkungan pemerintah 
daerah yang dibentuk untuk memberikan pclayanan kcpada 
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang 
lijual tanpn mengutamakan men@ari keuntungan, dan dalam 
melakukan kegiatanya diaswlan pad pwisip elisiensi da 
prokivits, 
Pola Pengelolaan Keuangan ID, yang selajutnva disingkat 
PK-B3IUD adalah pola pengelolaan keuaungan yang 
memberikan leksibilitas lwrupa eeluasaan untuk 
menerapkan praktek-praktwk bisnis yang swhat untuk 
meningkatkan pelavanan epada masyarakat dalam rangka 
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa, sepagai pengveualian dari ketentuan, 
Pejabat Pengelola B3IUD dalah pimpinan 13IUD ya+g 
bertanggung jawab terhadap kinerja operasional B3IUD vat 
terdiri aras pemimpin, pejhwt keuangan dan pejabat tenis 
yang sehtanvn disesuailan engan nonenkltt :; v 
berlaku pada BLUD yang bersangkutan. 
Pemimpin BLUD adalah Nepal SKPD atau Unit erja pad 
SKPD yang menerapkan PP-3IUD, 

. , 
», 
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9, Pejalt iengadaan adalah personil yang memiliki Seritik; 
Keahlian Pengaaan Harang «n atau jasa yang melaksanaka 
Pengadaan Barang dan/atau jsa 

10. Unit Layanan Pengadaan (Procurement hit) adalah unit 
organisasi emerintah Daerah yang dibentuk olch upati dan 
berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau jasa di 
lingkungan Pemerintah Dacrah abupaten Kungkung, 

II. Feksibilitas adalah ketentun pengadaan Iarang dan/atat 
iasa 1ItD pd: s-h: tu vang td at dikeeualia 
dari venue t,,'w rt 

2. Praktck bisnis yang swha autalah penyelenggaraa fungsi 
organisasi berdasaran kaidah-kaidah manajemen yang baik 
dalam rangkn pemberinn Branan yang bermuu dan 
berkesinambungan, 

I33. Penyedia barang dan atau jaws: adalah badan usaha atau orang 
perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan 
barang/layanan jasa. 

I4. Pemilihan Penyedin Barang dan/atau Jasa adalah kegiatan 
untuk menetapkan pen@ti h: 1ng dan'atan jnsa yang akan 
litunjk untk melkswa!a pu kerjaa. 

15. Barang alalah setiap Benda bail vyang Derwujud maupun tidak 
berwujud, bergerak maupnn idak bergerk, yang dapat 
liperdagangkan, «dipakai, «diperpunakan atau dimanfaatkam 
oleh Pengguna Barang. 

I6.Jasa adalah segala pekerjaan yang membutuhkan kemampuan 
tertentu yang mengutamakan kerampilan (skillware) atau yang 
membutuhkan keahlian ertentu (brainware] dalam suatu 
sistem tatakelola vyang telah «dikenal Iuns didunia usaha untuk 
menvelesaikan suata pckerja 

3A1 H 
PELKSANAN PENGAD AN HARANG DAN ATAU.IA 

asal 2 

Pengadaan barang dan/atau jsn pada B!UD SPD Kabupaten 
Klungkung yang sebagian atau swluruh dananya bersumber 
langsung dari APRN /APD dilksanakan Derdasarkan ketentuan 
yang berlaku Bagi pengaaan hwwag an atau jsa pemerit:h 

asal 3 

(l) Guna cfcktivitas dan/atnu efisiensi pelaksanaan pengadaan 
barang dan/atau jnsn, BLUD diberikan fleksibilitas berupa 
pembebasan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber 
dana berasal dari; 
a jasa layanan yang diberik 
b. hibah tidal tr lat ans t 

.vpada masyarakat, 
eroleh lar m:saw..l 

badan lain; dan ·tau 
c. hasil kerjasama 1IUD len an pihak lain dan/atau hasil 

usaha linnva, 
d. lain-lain pr«apatan BL.U ag sah. 
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[2) Flcksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa 
pemberinn bntnsan terhadap lingkup peckerjaan dan besaran 
jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jnsn dari ketentuan 
yang berlaku bagi pengadaan barang dan/atau jasa 
Pemerintah. 

(3) Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada yat (2) 
meliputi pengadaan baranp dan/atau jasa untuk operasional 
pelayanan di IUD yang ananya bersumber schagaimv 
dimaksud pada ayat (l). 

snl + 

Pengadaan barang dan/atau jasa scbagaimana dimaksud dalan 
Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan pedoman pengadaan barang 
dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BIUD dan disetujui 
oleh Bupati dengan mengikuti prinsip-prinsip. 

ranspar wsi, hwr; swmt, ! t.tan tlan or1asi tngei 
prngadaan Darang dan/atatt as termasnh sy:rat tekni 
administrasi pwngalaan, Iauta vara evaluasi, hasil evaluasi, 
penetapan calon penyedin hwang «dan/at jsa, sifatn: 
terbuha Dag peseta penethi barang dang tau jaws yan; 
berminat bagi masyarakat luas pada umumnya; 

b. adil/tidak diskrimmatif, berarti membcrikan perlakuan yang 
sama bagi semua caton penvedia barang danjatau jasa dan 
tidak mengarah nntu! memberi keuntungan kepatla pihak 
erent, dengnn tar dn aa san apapnn; 
kuntabilitas, wrarti hats encapai sasnran hwik fisrl 
euangan maupur mafaat b elancaran pwlaksanaan H1gas 
an pelayanan masyaraat swsutan dengan p»sip- prinsip swr1a 

ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang «dan/atau 
jasan; 

d. praktei bisnis yang schat, 

Pedoman pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal A, harus dapat enjamin keersedian barang 
dan atan msa yano le ih wrm t ·bih mural, proses peng; 
yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan «deg 
kebutuhan untuk men«dukunp kelaearan pelayanan IUD), 

(I) Pemilihan penyedia barang dan, atau jasa dengan sumber dana 
dan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 
ayat (l) dan ayat () dapat dilaknkan berdasarkan jenjang nilai 
schagai berikn 
a. pelelaga n n, terhalp pekerjn no 

nilainya diatasFp, } 00O 00,00 (sat ilyar rupiah), 
b. pelelangan wderhana, «dilak an terhadap pekerja ya! 

nilainya litas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 
sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); 
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c. penunjukan langsung, dilakukan dalam had, 
I. keadaan tcrtentu, yang meliputi; 

a) penanganan darurat yang Iidak dapat direncanakan 
sebelumnya dan waktu penyelesinn pekerjannya 
harus swgera/tidak dapat ditunda untuk 
keselanat pwrinuan masyaralat, termasuk 

) akilt 1 nennn l dan/atan Bene to 

dan/atau beneana swsial, 
2) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau 
33) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat 

menghentikan kegiatan pelayanan publik. 
b) barang dan/atau jasa yang spesifik dan hanya dapat 

dilaksanakan olch I (satu) pabrikan, I (satu) pemegang 
hak paten, atau pihak vang telah mendapat izin dari 
pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi 
pemenang pelelnpa tntuk mendapatkan izin dari 
emeritah Iaeah an attu 

2, pengadaan Brang khuss/jasn yang bwrsifat husus, 
yang meliputi; 
a) barang dan/atau jasa berdasarkan trif resmi vang 

litetpkan Pemerinth, 
b) barang dan/atau jasa yang bersifat kompleks yang 

hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan 
tcknologi khusus dan hanya ada (satu) penyedia 
yang mampu; 

d. pengadaan langsung, dilakukan terhadap pekerjaan yang 
nilainy sampai dengn p. 00,000.000,00 (ua ratus jut: 
rupiah) dengan tandn Dulti perjnnjinn tanpn membea 
golongan pedgang eeil atau non keeil dilakukan 
berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut: 
I. pengadaan langsung penyedia barang dan/atau jasa yang 

nilainya sampai dengan Ip. 50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa Surat 
Pesanan (SP/Order erin (OK), Daltar erincinan «dam 
Kwitansi; 

2. pengadaan langsung penyedia barang dan/atau jasa yang 
nilainva dintas Rp. 50.000.000,00 (limn puluh jut 
rupiah) sampai dens. p. O0 0000000 (dn rt1s 
juta rupiah, ant ti perjanjian wup 2utai 
Perintah Kerja (PK] 

e. pengaiaan langsung swhapana dimaksutl pala hurul d 
dikecualikan erhadnp pwngalaan barang «dan/atau jsa ito 

pa«la IUD Rumah Sakit U'mum Daerah swpw:ti obnt abatan, 
Dahan keschatan pakai habis, gas medis, bahan 
laboratorium dan Dahan makanan pasien dapat 
dilaksanakan dengan pengadaan langsung, meskipun 
nilainya lcbih dari Rp. 200.000.000,- (du: ratus juta rupiah). 

(2J lenetapan bwswrna nilai pens laan barang dan/atatt js: 
sebagaimana tin kstd pal yat (l) apt dill,a 
berdasarkan atas nili pcngadaan barang an/atau jasa yang 
ereantum pada rincian anggaran kas, swkura.g-kurangnya 
nilai anggaran kas per Dulan dalam dokumen pelaksanaan 
anggaran badan layanan mum dacrah. 
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(3) Khusus untuk pengadaan jasa tenaga kerja (pegawai non NS] 
pada BLUD dapat dilakukan dengan swakelola tanpa dibatasi 
nilai penpauPn 

asal T 

Pengalaan barang dan/atau jasa dengan sumber danan berasal dari 
hibah trikat dapat dilakulan dengan mengikuti ketentuan 
pengadaan dari pemberi hibah atu mengihuti ketentuan 
pengadaan yang berlaku bagi IUD, scpanjang disetujui oleh 
pemberi hibah. 

(I) Pelaksanaan pengadaan b:rang 
dimaksud dalam Pasnl • 

an/atau [asan sebagaian 
dilakukan oleh ejahat 

(2) Anggota Unit Layanan Pengadaan/ Pejabat Pengadaan terdiri 
dari personil yang memiliki integritas, disiplin dan 
tanggungjawab dalam melaksanakan tugas, memahami 
pekerjaan yang akan diadakan, memahami isi dokumen, 
memahami metode dan prosedur pengadaan serta substansi 
pekerjaan/kegiatan yang wrswmgkutan, memiliki sertifikat 
keahlian pengalaan barang an atau jasn lan menand:tang 
fakta Integritas 

(3) Pejabat Pengadaan schagamana dimauksud pada ayat (I) 
diangkat ata dibentuk oleh Pemimpin 1IUD. 

(I) Dalam penetapan penyedin barang dan/atau jnsa, Peabat 
Pengadaan /Unit Layanan engadaan terlebih dahulu harus 
memperoleh persetujuan ertliso dari, 

a, pemimpin 13IUD, unth pengadaan bang dan /atau jasa 
yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh milyat 
rupiah); atau 

b. pcjabat lain yang ditunjuk olch Pemimpin BLUD, 
pengadaan yang bernilai sampai dengan 

10.000.000.000.00 (scpuluh milyar rupiah). 

untuk 
Rp. 

(2) Penunjukan pejab! lain sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
huruf b, dengan melibatkan semua unsur ejabnt Pen@rlol: 
BLUD dan harus memperhatikan prinsip-prinsip: 
a. objektifitas, yaitu penunjukan yang didasarkan pada aspek 

integritas moral, kccakapan pcngetahuan mengenai proses 
dan prosedur pengadann barang dan/atau jasa, tanggung 
jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan 
tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa; 

b. independensi, yaitu menghindari dan mencegah terjadinya 
pertentangan kepentingan dengan pihak tcrkait dalam 
melaksanakan penunjukan pwejnbat lain hail langsung 
maupu tila' hrpsut 
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c. Saling uji (cross check), vait berusaha memperoleh informasi 
dari sumber yang berkompwen, dapat dipereaya, dan dapat 
dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang 
memadai dalam melaksanakan pcnunjukan pcjabat lain. 

13A13 II 
KETENTUAN PENUTU 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku paling lambat pada tanggal 
uni 2012. 
gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang; ' 

Peraturan upati ini dengan penempatannya dalam Berita Daer:ah 
Kabupaten Klungkung. 

Ditetapkan di Semarapura 
pada tangga! 19 Januari 2012 

UPATI KLUNGKUNG, 

<'e81441 cu2 
I WYAN CANDRA 

Diundangkan di Semarapura 
padi tanggal I9 Januari 2012 

SEKRETARI, ERAH KABUPATEN KLUNGKUNO 

BERITA DAERAH KABUPTEN KLUNGKUNG TAHUN 2012 NOMOR 4 
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